DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND
REGULATIONS) Februari 2026

Jenis Peraturan / Types of

Nomor / Number

) Judul Title
Regulation
PERIODE Il BULAN FEBRUARI 2026 (SECOND PERIOD OF FEBRUARY 2026)
RUU PEKERJA GIG Gig Workers
RPP JAMINAN PEMERINTAH Government Guarantees
PERPRES 5 Tahun 2026 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Financial Rights and Facilities of Ad Hoc Judges

4 Tahun 2026

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

Control of Rice Field Conversion

3 Tahun 2026

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Prevention and Handling of Out-of-School Children

RANCANGAN PERPRES

ETIKA KECERDASAN ARTIFISIAL

Artificial Intelligence Ethics

PERMEN KEUANGAN

7 Tahun 2026

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Village Fund Management for the 2026 Fiscal Year

6 Tahun 2026

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA
PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

Article-21 Income Tax on Income Received and/or Obtained by Government-Sponsored
Internship Participants who are College Graduates for 2026 Fiscal Year

5 Tahun 2026

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBERIAN SUMBANGAN
BENCANA SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2026

Value-Added Tax Borne by the Government for Providing Disaster Relief for Sumatera in
2026 Fiscal Year

4 Tahun 2026

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR IDULFITRI 1447 HURIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2026

Value-Added Tax on the Provision of Scheduled Domestic Economy Class Air
Transportation Services During the Eid al-Fitr 1447 Hijri Holiday Period Borne by the
Government in 2026 Fiscal Year

3 Tahun 2026

STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Output Cost Standards in the Budgeting of State Ministry/Agency

2 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR
TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA

The Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 110 of 2023
on Regional Performance Indicators and Technical Guidelines for the Use of General
Allocation Funds

PERMEN PERHUBUNGAN

PM 2/2026

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PENYEDIA JASA PENERBANGAN

Civil Aviation Safety Regulation Part 19 on the Safety Management System for Aviation
Service Providers

PERMEN PEKERJAAN UMUM

3 Tahun 2026

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Formation of Legal Products

2 Tahun 2026

TATA CARA PRAKARSA BADAN USAHA UNTUK PENGUSAHAAN JALAN TOL

Procedures for Business Entities to Initiate Toll Road Operations

1 Tahun 2026

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Procedures for the Implementation of Cooperation between the Government and
Business Entities in the Provision of Public Works Infrastructure

PERMEN PERTANIAN

2 Tahun 2026

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

General Guidelines for the Management of Government Assistance within the Scope of
the Ministry of Agriculture

PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,

PINJAMAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Loans for State Universities Incorporated in Legal Entity

DAN TEKNOLOGI 1 Tahun 2026
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 17 The Amendment to Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and
MENENGAH 9 Tahun 2026 TAHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL Technology Number 17 of 2021 on National Assessment

8 Tahun 2025

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Technical Guidelines for the Management of Operational Assistance Funds for
Education Units

7 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Archiving Organization of the Ministry of Primary and Secondary Education

PERMEN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

2 Tahun 2026

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL

Guidelines for the Organization of Training on the Prevention and Handling of Sexual
Violence Crimes

1 Tahun 2026

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026

Technical Guidelines for the Use of Non-Physical Special Allocation Funds for Women
and Child Protection Services for the 2026 Fiscal Year

PERMEN PARIWISATA

2 Tahun 2026

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PARIWISATA

Official Documents of the Ministry of Tourism

1 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN INDEKS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

Organization of the National Tourism Development Index

PERMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA
KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Revocation of Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform
Number 1 of 2021 on Standards for Office Facilities and Infrastructure within the
Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform

PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4 Tahun 2026

TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN, DAN SERTIFIKASI
AWAK KAPAL PERIKANAN

Governance of Fishing Vessel Crewing, Education and Training, Examinations, and
Certification of Fishing Vessel Crew

2 Tahun 2026

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Empowerment of Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises in the Marine Affairs
and Fisheries Sector




PERMEN HUKUM

10 Tahun 2026

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS

Application of the Know-Your-Customer Principle for Notaries

PERMEN DALAM NEGERI

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

Planning for the Development and Supervision of Regional Government Administration

4 Tahun 2026 in 2026
REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH Review of Regional Development Planning Documents and Regional Financial
3 Tahun 2026 Documents

PERMEN PERDAGANGAN

3 Tahun 2026

PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Delegation of Authority Through Mandates and Delegations in the Implementation of
Personnel Administration at the Ministry of Trade

PERMEN AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

2 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

Organization of Archiving within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial
Planning/National Land Agency

PERMEN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2 Tahun 2026

TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Procedures and Guidelines for the Handling of Reports of Alleged Violations within the
Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development

1 Tahun 2026

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Management of Conflicts of Interest within the Coordinating Ministry for Infrastructure
and Regional Development

KEPMEN PERINDUSTRIAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3194 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 3194 of 2025 on the
Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
Indonesian National Standards for Steel Wire Ropes and Steel Wire Ropes for Oil and

344/2026 Natural Gas
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3188 TAHUN 2025 TENTANG The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 3188 of 2025 on the
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
343/2026 INDONESIA UNTUK GARAM BERIODIUM SECARA WAJIB Indonesian National Standards for lodized Salt
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2585 TAHUN 2025 TENTANG The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 2585 of 2025 on the
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
342/2026 INDONESIA UNTUK PIPA BAJA SALURAN AIR DAN INSTALASI GAS SECARA WAJIB Indonesian National Standards fo Water Supply Steel Pipes and Gas Installations
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2582 TAHUN 2025 TENTANG The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 2582 of 2025 on the
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
341/2026 INDONESIA UNTUK BAN UNTUK PANGAN SECARA WAJIB Indonesian National Standards for Food-Grade Tires
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2581 TAHUN 2025 TENTANG
The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 3188 of 2025 on the
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL . .
Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
INDONESIA UNTUK KERTAS DAN KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK Indonesian National Standards for the Manufacture of Primary Packaging for Food
340/2026 PANGAN SECARA WAIIB y rackaging
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 939 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 939 of 2025 on the
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI Indonesian National Standards for Hot Rolled Steel Sheets, Plates, and Coils and Cold
331/2026 DINGIN SECARA WAJIB Rolled Steel Sheets and Coils
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3563 TAHUN 2024 TENTANG The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 3563 of 2025 on the
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
330/2026 INDONESIA UNTUK ALAT PELINDUNG DIRI - SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB Indonesian National Standards for Personal Protective Equipment - Safety Shoes
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2667 TAHUN 2024 TENTANG The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 3559 of 2025 on the
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL Appointment of Conformity Assessment Body for Mandatory Enforcement of
328/2026 INDONESIA UNTUK ALAT PEMADAM API PORTABEL SECARA WAJIB Indonesian National Standards for Reinforcing Steel for Concrete
293/2026 PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI BAN VULKANISIR UNTUK TRUK DAN BUS YANG BAIK Guidelines for Good Manufacturing Practices for Retreaded Tires for Trucks and Buses
292/2026 PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA YANG BAIK Guidelines for Good Manufacturing Practices for Pesticide Formulations
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL Appointment of Conformity Assessment Body for the Mandatory Enforcement of
INDONESIA UNTUK WADAH BERSEKAT DARI BAJA TAHAN KARAT UNTUK MAKANAN SECARA WAJIB Indonesian National Standards for Stainless Steel Food Containers
105/2026
STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI DAN Minimum Service Standards for Technical Executive Units within the Agency for
104/2026 KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Standardization and Industrial Services Policy of the Ministry of Industry
Amount of Government Assista or the 2026 Higher Education Graduate
KEPMEN KETENAGAKERJAAN BESARAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI mount of Government Assistance for t 'gher caucation Graau
65/2026 Apprenticeship Program
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 628 TAHUN 2016 TENTANG UNIT Revocation of Decree of the Minister of Manpower Number 628 of 2016 on lllegal Levy
44/2026 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Eradication Unit in the Ministry of Manpower
Task F the Protecti dR Micro-, Small- and Medium-Scal
KEPMEN USAHA MIKRO, KECIL, DAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN DAN PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAMPAK Ent:: risch\]ﬁz rcte; br ODZCG;C;Z;S";” thicj\‘;z;y P’f; Vi:;: " O'Z‘; S:r'r’mtmepi‘;znccea Zn )
MENENGAH 14/2026 BENCANA DI PROVINSI ACEH, PROVINS! SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT p y L ’
/ West Sumatra Province
KEPMEN PEKERJAAN UMUM 177/KPTS/M/2026 PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2026 Annual Priority Legislation Program of the Ministry of Public Works for 2026

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

7 Tahun 2026

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG CALON LOKASI PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHAP Il TAHUN 2025

The Third Amendment to the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
Number 56 of 2025 on Prospective Locations for the Construction of the Red and White
Fisherman's Village Phase Il in 2025

5 Tahun 2026

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026

Technical Guidelines for Assistance to Red and White Fisherman Villages in the 2026
Fiscal Year




3 Tahun 2026

BESARAN NILAI FAKTOR E DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

The Value of Factor E in the Calculation of Tariffs for Non-Tax State Revenue

KEPMEN KESEHATAN

HK.01.07/MENKES/84/2026

PETUNJUK TEKNIS CEK KESEHATAN GRATIS

Technical Guidelines for Free Health Checks

HK.01.07/MENKES/57/2026

PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN
WAHANA PENDIDIKAN

Guidelines for the Appointment of Main Educational Hospitals, Hospital Networks, and
Educational Facilities

HK.01.07/MENKES/52/2026

PEMANFAATAN SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK
PERCEPATAN PEMULIHAN LAYANAN KESEHATAN PASCABENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI ACEH,
PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Utilization of Remaining Health Operational Assistance Funds for the 2025 Fiscal Year
to Accelerate the Recovery of Health Services after Hydrometeorological Disasters in
the Aceh Province, North Sumatra Province, and West Sumatra Province

KEPMEN PERHUBUNGAN

PENURUNAN BESARAN BIAYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR (FUEL SURCHARGE) TARIF PENUMPANG
PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI SELAMA MASA HARI

Reduction in the Amount of Fuel Surcharge for Economy Class Passenger Fares for
Scheduled Domestic Commercial Air Transportation During the Eid al-Fitr Holiday Period

KM 43/2026 RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026 M/1447 H in 2026 M/1447 H
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN FEBRUARI Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the Second Period of
KEPMEN ESDM
97.K/MB.01/MEM.B/2026 TAHUN 2026 February 2026

KEPMEN PENDIDIKAN DASAR DAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

MENENGAH 17/2026 Guidelines for the Organization of Safe and Comfortable School Culture
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENETAPAN JUMLAH MURID PER ROMBONGAN TZChr:'::r/ S;'gegre'ii; O;;hsi \Z"”Z:Zt'ozsgi’h‘flcd:g; ’o\ﬁcth‘;msgof orsD-it:;mC’Z:?gnZe
] |
14/2026 BELAJAR DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN KONDISI PENGECUALIAN | ugents per >tudy Group an un uay Group u
/ Units with Exceptions
HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA
KEPMEN PERDAGANGAN 123/2026 KELUAR Export Reference Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duty
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1471 TAHUN 2025 TENTANG KEBUTUHAN | The Amendment to Decree of the Minister of Trade Number 1471 of 2025 on Employee
110/2026 PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Requirements within the Ministry of Trade

RANCANGAN KEPMEN KOMUNIKASI

BATASAN SPECIFIC ABSORPTION RATE PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER DAN

Specific Absorption Rate Limits for Mobile Phone and Tablet Computer

DAN DIGITAL KOMPUTER TABLET Telecommunications Devices
SURAT EDARAN MENTERI PELAKSANAAN KERJA DARI LOKASI LAIN (WORK FROM ANYWHERE) BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN | Implementation of Work From Anywhere for Employees/Workers in Companies During
KETENAGAKERJAAN M/2/HK.04/11/2026 PADA MASA LIBUR HARI SUCI NYEPI DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026 the Nyepi Holy Day and Eid al-Fitr Holidays in 2026

M/1/HK.04/11/2026

KEWAIJIBAN PEMBERI KERJA MELAPORKAN LOWONGAN PEKERJAAN

Employers' Obligation to Report Job Vacancies

SURAT EDARAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP

SE.2/MENHUT/SETJEN/PHL.02/2/2026

PERTIMBANGAN TEKNIS ATAU REKOMENDASI TEKNIS DAN PETA PERTIMBANGAN TEKNIS DARI GUBERNUR
KEPADA MENTERI KEHUTANAN DALAM PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Technical Considerations or Technical Recommendations and Technical Consideration
Maps from Governors to the Minister of Forestry in Business Permit Applications for
Forest Utilization

SE.1/MENHUT/SETJEN/KUM.04/2/2026

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024 TANGGAL 16
OKTOBER 2025

Implementation of the Decision of Constitutional Court Case Number 181/PUU-
XX11/2024 dated 16 October 2025

SURAT EDARAN MENTERI PANRB

2 Tahun 2026

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI
PEMERINTAH PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948)
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Adjustments to the Implementation of Official Duties for Civil Servants in Government
Agencies During National Holidays and Collective Leave for Nyepi (Saka New Year 1948)
and Eid al-Fitr 1447 Hijri

SURAT EDARAN MENTERI

PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK
DENGAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

Revocation of Circular Number 6 of 2024 on Guidelines for the Preparation of Impact
Analysis Using the Regulatory Impact Assessment (RIA) Method in the Establishment of

PERDAGANGAN
1 Tahun 2026 PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Laws and Regulations within the Ministry of Trade
SURAT EDARAN MENTERI ATR/KEPALA . . .
BPN B/PP.04.03/131/1/2026 TINDAK LANJUT PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH Follow-up on the Control of Rice Field Conversion
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG Technical Guidelines for the Implementation of Education and Training of Human
LAUT KP-DJPL 80/2026 USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN Resources in the Field of Transportation-Related Services in Waters

KP-DJPL 34/2026

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENERBITAN SERTIFIKAT MUALIM PELAYARAN
RAKYAT DAN SERTIFIKAT JURU MOTOR PELAYARAN RAKYAT

Guidelines for the Implementation of Education and Training and the Issuance of
Certificate for Traditional Sailors and Traditional Motorboat Operators

KEPUTUSAN DIRJEN PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

3 Tahun 2026

PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC
MARKET OBLIGATION) MINYAK GORENG RAKYAT

Technical Guidelines for the Recognition of Export Rights for the Fulfillment of Domestic
Market Obligations for People's Cooking Oil

2 Tahun 2026

PEMBATASAN PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGECER

Restrictions on the Sale of People's Cooking Oil by Retailers

SKB DIRJEN HUBDAT; DIRJEN HUBLA;
DIRJEN BINA MARGA; DAN
KAKORLANTAS

KP-DRID 854/2026;
HK.201/1/21/DJPL/2026;
Kep/43/11/2026; 20/KPTS/Db/2026

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH

Regulation of Road Traffic and Crossings During the Eid Transport Exodus and Return in
2026/1447 Hijri

SE DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA

SE-DJPU 2/2026

PENINGKATAN KEWASPADAAN PENERBANGAN (SITUATIONAL AWARENESS) TERHADAP KEPATUHAN
KETINGGIAN MINIMUM PENERBANGAN DALAM KONDISI CUACA YANG MEMBUTUHKAN KAIDAH
PENERBANGAN INSTRUMENT (INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITION)

Increased Aviation Situational Awareness on Compliance with Instrument
Meteorological Conditions

SE DIRJEN KESEHATAN LANJUTAN

HK.02.02/D/539/2026

LARANGAN PENOLAKAN PASIEN DENGAN STATUS KEPESERTAAN JKN NONAKTIF SEMENTARA

Prohibition of Rejecting Patients with Temporarily Inactive JKN Membership Status

PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA [llI-P LIQUIDITY PROVIDER WARAN TERSTRUKTUR DI BURSA Liquidity Provider of Structured Warrants on the Exchange
ANGGOTA BURSA EFEK YANG DAPAT MEMPERDAGANGKAN KONTRAK DERIVATIF EFEK DAN LIQUIDITY Exchange Members Allowed to Trade Securities Derivative Contracts and Liquidity
-8 PROVIDER KONTRAK DERIVATIF EFEK Providers of Securities Derivative Contracts
I-H PELELANGAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM BURSA Auction and Repurchase of Exchange Shares

PERATURAN BADAN PANGAN
NASIONAL

1 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
MUTU PRODUK PANGAN LOKAL DALAM RANGKA PENGANEKARAGAMAN PANGAN

The Amendment to Regulation of the National Food Agency Number 13 of 2024 on
Quality Standards for Local Food Products for Food Diversity

PERATURAN BANK INDONESIA

1 Tahun 2026

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2025

Amount and Nominal Value of Rupiah Banknotes Destroyed in 2025




PERATURAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI

1 Tahun 2026

BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Banks Receiving Hajj Pilgrimage Fees

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

2 Tahun 2026

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2026

Technical Guidelines for the Management of Health Operational Assistance Funds for
Drug and Food Control for the 2026 Fiscal Year

PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MENGENAI URAIAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (NON STRUKTURAL) DI

Revocation of the Regulation of the Head of the National Public Procurement Agency on
the Description of Structural Positions and General Functional Positions (Non-Structural)

PEMERINTAH 1 Tahun 2026 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH in the the National Public Procurement Agency
PERATURAN PERPUSTAKAAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN PENGEMBANGAN Technical Guidelines for the Implementation of Non-Physical Special Allocation Funds
NASIONAL 2 Tahun 2026 PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH for Regional Library Development Assistance Funds

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PELAKU USAHA SEKTOR KEUANGAN, EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

Application of Sustainable Finance for Financial Sector Business Actors, Issuers, and
Public Companies

KEWAIJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT

Minimum Capital Requirements and Minimum Core Capital Requirements for Rural
Banks

RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PELAKU USAHA SEKTOR KEUANGAN, EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

Application of Sustainable Finance for Business Actors in Financial Sector, Issuers and
Public Companies

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI
PERBANKAN SYARIAH

Implementation of Sharia Banking Investment Products

RANCANGAN PERATURAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK

Forms and Procedures for the Inclusion of Non-Halal Information

HALAL BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL
PERIODE | BULAN FEBRUARI 2026 (FIRST PERIOD OF FEBRUARY 2026)
uu 21/2025 PENGELOLAAN RUANG UDARA Airspace Management
RUU PELINDUNGAN KONSUMEN Consumer Protection
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN The Third Amendment to Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Practices and Unfair Business Competition
PP 1 Tahun 2026 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN The Amendment to Regulation of the Government Number 86 of 2019 on Food Safety
Additional Capital Participation by the G t of the Republic of Ind ia in th
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN : 'SOh';ie gf ’ifa / ;fp’;’g Sr:;r; /\); . l; rioze;;:::iaffpe;;’j‘}Or";:g :uro';i‘;'z;” €
54/2025 (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN p g. v . P
/ Implementing an Assignment
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENGELOLA | Additional Capital Participation by the Government of the Republic of Indonesia in the
INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN OLEH PERUSAHAAN Capital of Investment Management Agency of Daya Anagata Nusantara for the
53/2025 PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Purpose of Implementing an Assignment by PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENGELOLA | Additional Capital Participation by the Government of the Republic of Indonesia in the
INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN OLEH PERUSAHAAN Capital of Investment Management Agency of Daya Anagata Nusantara for the
52/2025 PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Purpose of Implementing an Assignment by PT Industri Kereta Api (Persero)
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENGELOLA | Additional Capital Participation by the Government of the Republic of Indonesia in the
INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN OLEH PERUSAHAAN Capital of Investment Management Agency of Daya Anagata Nusantara for the
51/2025 PERSEROAN (PERSERQ) PT KERETA API INDONESIA Purpose of Implementing an Assignment by PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PERPRES PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT | The Amendment to Regulation of the President Number 148 of 2024 on the Ministry of

1 Tahun 2026

NEGARA

State Secretariat

120/2025 PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT The Organization of People’s Schools
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KELOMPOK PAKAR STRATEGIS DAN INDUSTRI PERTAHANAN, Financial Entitlements and Other Facilities for Strategic and Defense Industry Expert
119/2025 DEPUTI, DAN TENAGA AHLI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL Groups, Deputies, and Expert Staff of the National Defense Council
117/2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026 Government Work Plan for 2026
116/2025 PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA The Organization of Garuda Excellent Senior High Schools
RANCANGAN PERPRES ETIKA KECERDASAN ARTIFISIAL Ethics of Artificial Intelligence
KEPPRES 42/2025 CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026 Joint Leave for State Civil Apparatus Employees for 2026
PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG SELOR DAN PENGADILAN TATA USAHA Establishment of the Tanjung Selor Administrative Court and the Sofifi Administrative
41/2025 NEGARA SOFIFI ' _ Court _
PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN ‘ijet‘:f ZZ;:ZZZZ’::;Z::!;"‘::: ;:;’;Z:Zgiar t’z;'zvofr;egz:z ';deii;g';‘f:;ﬁi
HALMAHERA BARAT, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BUTON UTARA, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN Court of Central Buton ;?egency the Religious Court of Aru Islands Rlegency the
BUTON TENGAH, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN Religious Court of Mentawai Is/anc,is Regency, the Religious Court of Central /\;Iamuju
KEPULAUAN MENTAWAI, PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PENGADILAN AGAMA Regency, the Religious Court of South Bangka f/?egency and the Religious Court of North
40/2025 KABUPATEN BANGKA SELATAN, DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA g g

Lombok Reaencv




39/2025

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BADUNG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG,
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MOROWALI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKA
SELATAN, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUKAMARA, PENGADILAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM,
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Establishment of the District Court of Badung Regency, the District Court of Tangerang
Regency, the District Court of Morowali Regency, the District Court of North Bolaang
Mongondow Regency, the District Court of West Sumbawa Regency, the District Court
of South Bangka Regency, the District Court of Sukamara Regency, the District Court of
Subulussalam City, the District Court of Penukal Abab Lematang llir Regency, the
District Court of West Halmahera Regency, the District Court of Mentawai Islands
Regency, the District Court of East Belitung Regency, and the District Court of North
Gorantalo Reaencyv

PERMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Tahun 2026

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029

Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports for 2025-2029

PERMEN SOSIAL

4 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN
LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA

The Second Amendment to Regulation of the Minister of Social Affairs Number 04 of
2015 on Direct Cash Assistance for Disaster Victims

3 Tahun 2026

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Requirements and Procedures for the Amendment of Data of Recipients of Health
Insurance Contribution Assistance

2 Tahun 2026

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

Socio-Economic Empowerment Program

1 Tahun 2026

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Risk Management within the Ministry of Social Affairs

PERMEN PERTANIAN

2 Tahun 2026

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

General Guidelines for the Management of Government Assistance within the Scope of
the Ministry of Agriculture

1 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI
PERTANIAN

The Organization and Working Procedures of Technical Implementing Unit within the
Directorate General of Agricultural Land and Irrigation

PERMEN PERINDUSTRIAN

1 Tahun 2026

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK WADAH BERSEKAT DARI BAJA TAHAN KARAT
UNTUK MAKANAN SECARA WAJIB

The Mandatory Implementation of Indonesian National Standards for Stainless-Steel
Compartment Containers for Food

PERMEN PELINDUNGAN PEKERJA

ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI

Labor Attachés and Labor Technical Staff at the Overseas Missions of the Republic of

MIGRAN INDONESIA/BP2MI 1 Tahun 2026 LUAR NEGERI Indonesia
Positi dJob CI Empl ithin the Ministry of Marine Affairs and
PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 Tahun 2026 JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ositions and Job Classes of Emp Oye;;h";’;ies'" e Ministry of Marine Affairs an

1 Tahun 2026

DESA WISATA BAHARI

Marine Tourism Villages

PERMEN HUKUM

7 Tahun 2026

TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-
UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI

Procedures for the Harmonization, Consolidation, and Finalization of Draft Bills, Draft
Regulations of the Government, Draft Regulations of the President, and Draft
Regulations of Minister/Agencies/Institutions/Commissions

2 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM

The Organization and Working Procedures of the Legal Training Center

PERMEN KESEHATAN

1 Tahun 2026

KEJADIAN LUAR BIASA, WABAH, DAN KRISIS KESEHATAN

Extraordinary Events, Outbreaks, and Health Crises

PERMEN KEHUTANAN

2 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN

Organization of Thematic Forestry Geospatial Information

PERMEN PERHUBUNGAN

PM 1/2026

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

Business Activity Standards and/or Product/Service Standards in the Organization of
Risk-Based Business Licensing in the Transportation Sector

PERMEN HAJI DAN UMRAH

1 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA ASRAMA HAII

The Organization and Working Procedures of the Hajj Dormitory

PERMEN ESDM

4 Tahun 2026

PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH DAN TATA CARA PENGENAAN,
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA
DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR
TANAH

Guidelines for the Use of Water Resources in Groundwater and Procedures for the
Imposition, Calculation, Payment, and/or Deposit of Non-Tax State Revenue in the Form
of Administrative Fines for the Regulation of GroundwaterBusiness Permits and
Groundwater Use Approvals

3 Tahun 2026

SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA BIOENERGI KELAPA SAWIT

Indonesian Sustainable Palm Oil Certification for Palm Oil Bioenergy Businesses

2 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

Revocation of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 09
of 2009 on Guidelines for the Implementation of Study Permits, Promotion
Examinations for Diploma Adjustment, and the Conferral of Academic Titles for Civil
Servants within the Ministry of Energy and Mineral Resources

PERMEN KEBUDAYAAN

STANDAR PRODUK, PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

Product Standards, Implementation of Supervision, and Imposition of Administrative
Sanctions in the Organization of Risk-Based Business Licensing within the Cultural

1 Tahun 2026 Affairs Subsector
PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN Risk Management within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National
KEPALA BPN 1 Tahun 2026 NASIONAL Land Agency
PERMEN AGAMA 1 Tahun 2026 PENYELENGGARAAN SIDANG ISBAT The Organization of Isbat Sessions

RANCANGAN PERMEN KOPERASI

KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERUMAHAN OLEH KOPERASI

Business Activities in the Housing Sector Conducted by Cooperatives

KEPMEN PERTANIAN

63/KPTS/PK.300/F/01/2026

PELARANGAN PENGGUNAAN OBAT HEWAN PADA TERNAK YANG PRODUKNYA UNTUK KONSUMSI MANUSIA

Prohibition on the Use of Veterinary Drugs in Livestock Whose Products are Intended for
Human Consumption

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4 Tahun 2026

UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

Work Units Designated as Integrity Zones toward Corruption-Free Areas within the
Ministry of Marine Affairs and Fisheries for 2025

KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

569/2025

STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER
BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION DAN STANDAR TEKNOLOGI INTERNATIONAL MOBILE
TELECOMMUNICATIONS-2020

Technical Standards for Telecommunications Equipment and/or Cellular Mobile
Telecommunications Devices Based on Long Term Evolution Technology Standards and
International Mobile Telecommunications-2020 Technology Standards




KEPMEN KEHUTANAN

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

Program for the Drafting of Laws and Regulations within the Scope of the Ministry of

263/2026 TAHUN 2026 Forestry for 2026
PEMANFAATAN KAYU HANYUTAN AKIBAT BENCANA BANIJIR SEBAGAI SUMBER DAYA MATERIAL UNTUK Utilization of Driftwood Resulting from Flood Disasters as a Material Resource for Post-
REHABILITASI DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, Disaster Rehabilitation and Recovery in Aceh Province, North Sumatra Province, and
863/2025 DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

West Sumatra Province

KEPMEN ESDM

47.K/MB.01/MEM.B/2026

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN
FEBRUARI TAHUN 2026

Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the First Period of
February 2026

439.K/EK.01/MEM.E/2025

PENETAPAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR NABATI JENIS
BIODIESEL SERTA ALOKASI VOLUME BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL UNTUK PENCAMPURAN BAHAN
BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR TAHUN 2026

The Determination of Oil Fuel Business Entities and Biodiesel Fuel Business Entities and
Allocation of Biodiesel Volume for Diesel Fuel Mixture for 2026

KEPMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/

KEPALA BKPM 286/2025 PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI UNTUK KEMUDAHAN LANGSUNG KONSTRUKSI The Determination of Industrial Areas for Direct Construction Facilitation
PENETAPAN PENYELENGGARA TATA KELOLA DATA PENANAMAN MODAL KEMENTERIAN INVESTASI DAN The Determination of the Investment Data Governance Administrator of the Ministry of
281/2025 HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Investment and Downstreamin/Investment Coordinating Board

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI
PPN DAN MENTERI KEUANGAN

1; 1/MK/AG/2026

DAFTAR PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA

The List of Ministry/Agency Programs

SURAT EDARAN MENTERI DALAM
NEGERI

900.1.1/348/S)

DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Support for the Three Million Housing Development Program for Low-Income
Communities within Regional Revenue and Expenditure Budget

300.2.8/496/S)

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA DI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

The Prevention of Corruption in the Use of Post-Disaster Rehabilitation and
Reconstruction Budgets in Aceh, North Sumatra Province, and West Sumatra Province

SURAT EDARAN MENTERI SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN ATR/BPN

1/SE-UK.01.01/1/2026

PENYELESAIAN HAMBATAN LAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Resolution of Obstacles in Measurement and Mapping Services

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI

DIKDASMEN, MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI AGAMA, MENTERI
KESEHATAN

3; 400.1/414/SJ; 1;
HK.02.01/Menkes/47/2026

PENGUATAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Strengthening the Implementation of Smoke-Free Areas in Primary and Secondary
Education Institutions

PERATURAN DIRJEN PAJAK

PER-27/PJ/2025

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERMOHONAN PEMBATASAN ATAU PEMBLOKIRAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

Procedures for the Issuance of Recommendations and/or Applications for the
Restriction or Blocking of Certain Public Services for the Purpose of Tax Collection

KEPUTUSAN DIRJEN BADAN PERADILAN
UMUM

199/DJU/SK.DL1.10/1/2026

PEMBARUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

Revision of Guidelines for the Provision of Services and Infrastructure for Persons with
Disabilities in High Courts and District Courts

KEPUTUSAN DIRJEN PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTMTAS

2/375/LP.00.00/1/2026

REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS LIKUIDASI PERUSAHAAN ASOSIASI LIKUIDATOR
BERSERTIFIKAT INDONESIA

Registration of Special Occupational Competency Standards for Corporate Liquidation
of the Indonesian Certified Liquidators Association

2/678/LP.00.00/1/2026

REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA PELAKSANA
BENDUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Registration of Special Occupational Competency Standards in the Construction Services
Sector for the Position of Dam Implementation Officer of the Directorate General of
Construction Development, Ministry of Public Works

SURAT EDARAN DIRJEN
PENANGGULANGAN PENYAKIT

HK.02.02/C/445/2026

KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT VIRUS NIPAH

Vigilance against Nipah Virus Disease

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

4 Tahun 2025

PENGGUNAAN FON PADA SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA ALAM PADA ALAT TELEKOMUNIKASI
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PENERIMA TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DIGITAL
VIDEO BROADCASTING TERRESTRIAL — SECOND GENERATION

The Use of Fonts in Natural Disaster Early Warning Systems on Telecommunications
Devices and/or Digital Broadcasting Television Receiver Devices Based on Digital Video
Broadcasting — Second Generation Terrestrial Standards

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

3/6396/PK.04/XI1/2025

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING,
SERTA PERMOHONAN PENCABUTAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Implementation of Law Number 6 of 2023 on Enactment of Regulation of the
Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law and Regulation
of the Government Number 34 of 2021 on the Employment of Foreign Workers, and
Applications for the Revocation of Approval of Foreign Worker Utilization Plans

PERATURAN BANK INDONESIA

2 Tahun 2026

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

The Fifth Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 20/4/PBI/2018 on the
Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for
Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units

PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR

2 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
OPERASI MONETER VALUTA ASING

The Second Amendment to Regulation of Members of the Board of Governors Number
21 of 2025 on Foreign Exchange Monetary Operations

1 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

The Amendment to Regulation of the Members of the Board of Governors Number 23 of

2025 on the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity

Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia
Business Units

PERATURAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL

1 Tahun 2026

STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Quality Standards for the Organization of Training Programs in the Library Sector

PERATURAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1 Tahun 2026

SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Session of the Leadership Council of the Witness and Victim Protection Agency

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI

1 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI

The Amendment to Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 2 of

2019 on Reporting of Gratification




PERATURAN ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

1 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM

The Organization of Information Technology by Commercial Banks

48/PADK.06/2025

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

The Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital
Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions

PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

1 Tahun 2026

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

The Implementation of the Granting of Performance Allowances for Employees within
the National Standardization Agency

PERATURAN BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

2 Tahun 2026

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Legal Documentation and Information Network of the National Research and
Innovation Agency

1 Tahun 2026

PEDOMAN TEKNIS TENAGA AHLI PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Technical Guidelines for Expert Staff at the National Research and Innovation Agency

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

The Second Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control
Number 19 of 2023 on the Organization and Working Procedures of Technical

1 Tahun 2026 MAKANAN Implementing Units within the National Agency of Drug and Food Control
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK Implementation Guidelines and Technical Instructions for the Functional Position of
JAMINAN PRODUK HALAL 1 Tahun 2026 HALAL Halal Product Assurance Supervisors

PERATURAN BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

1 Tahun 2026

SISTEM PROTEKSI FISIK INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR

Physical Protection System for Nuclear Installations and Nuclear Materials

PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

1 Tahun 2026

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA CORPORATE UNIVERSITY

Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency Corporate University

PERATURAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO INVESTASI

Investment Governance and Investment Risk Management

PELABUHAN BEBAS BATAM 14/2025
KONSESI DAN KERJA SAMA BENTUK LAINNYA DI BIDANG KEPELABUHANAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN Concessions and Other Forms of Cooperation in the Port Sector between the Batam
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN Free Trade and Free Port Authority and Port Business Entities
13/2025
RANCANGAN PERATURAN DIREKS! BEI A PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUIT?:;EALﬁﬂ-SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN Registration of Shares and Equity ii::;f;?ther than Shares Issued by Listed

RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA
DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

Monthly Financial Statements of the Social Security Agency and Monthly Financial
Statements of the Social Security Funds

KEPUTUSAN DIREKSI PT KSEI

KEP-0004/DIR/KSEI/0126

INSENTIF BIAYA LAYANAN JASA WARAN TERSTRUKTUR DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Service Fee Incentives for Structured Warrants at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

17/KEP/BSN/1/2026

STANDAR PELAYANAN TERPADU BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Integrated Service Standards of the National Standardization Agency

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG

19 /KMA/SK.0T1.1/1/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28/KMA/SK.0T1.1/11/2025 TENTANG
NAMA, KELAS, TIPE, LOKASI, DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT BANDING. DAN PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

The Amendment to Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number
28/KMA/SK.OT1.1/1l/2025 on the Names, Classes, Types, Locations, and Jurisdictional
Areas of Appellate Courts and Courts of the First Instance within the Supreme Court and
Its Subordinate Judicial Bodies

RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

DAFTAR BAHAN BAKU FARMASI YANG DIGUNAKAN DALAM OBAT BAHAN ALAM, SUPLEMEN
KESEHATAN, OBAT KUASI, DAN KOSMETIK SEDIAAN TERTENTU

The List of Pharmaceutical Raw Materials Used in Natural Medicines, Health
Supplements, Quasi-Medicines, and Certain Cosmetic Preparations

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

321/2025

TARIF LAYANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN TAHUN 2026

Service Tariffs of the Directorate of Land Management for 2026

SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

19/BAPPEBTI/SE/02/2026

PENJELASAN MENGENAI KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA
KLIRING BERJANGKA

Explanation on the Status of Cooperation Agreements between Futures Exchanges and
Futures Clearing Institutions

SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

B-99/E/Ejp/01/2026

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI, PENAHANAN ATAU PENAHANAN
LANJUTAN DAN PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN PADA MASA TRANSISI

Technical Instructions for the Reception of Suspects and Evidence, Detention or
Continued Detention, and Case Submission to the Court during the Transition Period

SURAT EDARAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN

SE-5/ADK1/2025

TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DAN DENDA KEKURANGAN
DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

Procedures for the Payment of Banking Restructuring Program Premiums and Penalties
for Underpayment and/or Late Payment of Banking Restructuring Program Premiums

SE-4/ADK1/2025

TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN DENDA KEKURANGAN DAN/ ATAU
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN

Procedures for the Payment of Deposit Insurance Premiums and Penalties for
Underpayment and/or Late Payment of Deposit Insurance Premiums




KEPUTUSAN GUBERNUR DKI 33/2026 UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026 The 2026 Provincial Sectoral Minimum Wages




